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TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN

INSPEKTORAT KOTA KEDIRI1

INSPEKTUR KOTA KEDIRI,

a, Bohwe dalam rangks pelaksangan pengawasdan  atas
penvelenggaraan pemerintahan  daerah, Pemerntah telah
menetapkan Peraturan Menter: Dalam Negen Nomeor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Alas
Penyelenggarann  Pemermishan Dasrah  scbagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
2009 dan Peraturan Mentern Dalam Negern Nomor 28 Tahun
2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawas Pemerintah,

. Bahwa  guna kelancaran pelaksanaan  pengawasan  atas

penvelenggaraan Pemerintahan Dasrah di Kota Kedir, periu
mengatur  pedoman umum pengawasan  di o lingkungan
Inspektorat Kota Kedin atas penyelenggaraan Pemerintahan
Dacralh Kolta Kediri dalam Keputusan Inspekiur secbagai
pemjabaran lebih lanjur dari Peraturan Menteri Dalam Nepgeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
Atas Penvelengearasn Pemernntahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 8§ Tahun
2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2007 tenlang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabal
Penpgawas Pemenntiah;

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hurof a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspelctur
Kota Kedin tentang Pedoman Umum Pengawasan Di Linghungan
Inspekioral Kota Kedir.




Mengingat :

=

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah  Kota Besar Dalam  Lingkungan Propinsi  Jaws
Timur/Jawa Tengah/Jawa Baral dan Daerah  Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 [Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran H:gara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentulan
Peraturan Perundarng-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedun
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 5% Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4594);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentong
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan [Daesrah sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Mentern Dalam Negerl Nomor 8 Tahun 2009,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Norma Pengawasan dan  Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;

- Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2013
. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tabun 2016 tentang

Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kota Kedin
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peramran Daernh Kota
Kediri Nomor T Tahun 2016;

Peraturan Walikota Kediri Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Inspektorat.




MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA KEDIRI TENTANG PEDOMAN
UMUM PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA
KEDIRL
BAB 1
HETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini vang dimaksod dengan :

1. Daerah adalah Kota Kedir,

2, Pemermtah Dacrah adaleh Kepala Daerah beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelengeara pemerimtahan daerah.

3. Kepala Daeranh adalah Walikata Kedin.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah wvang selanjuinve disingkat

SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daemb dalam

penyvelenggarann  pemernntahan  daecrah yang  terdini darni

Sekretarint Daerah, Sekretariat DPRD, hnas, Lembaga Teknis,

Saman Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan,

Inspektur adalah Inspektur Kota Kedir.

an

. Pojabar Pengawas Pemenntoh adalah orang karena jabatannya
melaksanakan rtugas pengawasan atas  penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk dan atas nama Kepala Daserah,

Auditor adalah jabatan vang mempunyal ruang Engkup, tugas

=]
W

tangeung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan
intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau plhak lein
yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesual dengan
peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawea
Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban vang diberikan
secara penuh oleh peoabat yvang berwenang,
Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud mencakup .Jabatan
Fungsional Auditr (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas
Penvelenggaraan Urusan Pemerininhan i Daerah (JFP2UPD)
vang berkedudukan scbagai pelaksana teloms fungsional bidang
pengawasan di linglungan  Aparat  Pengawasan  Intern
Pemerintal.

9. Aparat Pongawasan Intern Pemerintoh [APIP) adalah mstans
pemerintah vang  dibentuk dengan  tugas  melaksanalkan
pengawasan intern di lingloungan pemerintah Kota Kedir.



5.

10,

11,

12,

13.

i4,

Pengawasan alas penyeléenggaraan Pemerintahan Dacrah
adalah proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantavan dan
kegiatan pengawasan  lain, seperti  konsultasi, sosialisasi,
asistensy, terhadap penvelenggaraan tugas dan  fungsi
organisasi dalam rangka untuk menjamin agar Pemerintahan
Dacrah  berjalar secara elisien dan efekt] sesual dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pengawasan tahunan adalah pemeriksaan/ audit, monilonng
dan evaluasi atas penvelenggaraan Pemorintahan Dacrah serta
Reviu atas laporan kesuangan Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan berdasarkan Program Kerja  Pengawasan
Tahunan,

Audil Intern adalah kegiatan yang imdependen dan obvektifl
dalam bentuk pemberian keyakinan (Assurance aclivities] dan
konsultansi (consulting activitics), yang dirancang untuk
memberi nilai tambah dan meningkatikan pperasional sebuah
organisasi  {auditl), untuk membantu  auditi | mencapai
twuannys  dengan  cara  menggunakan pendekaton yang
sigtematis dsn  teratur untuk menilal dan meningkatkan
efeknfitas dan proses manajemen risiko, control (pengendalian)
dan tata kelola (sector public),

Pemeriksaan; Audit adalsh salah satu bentuk kegiatan
pengawasan  fungsional yang dilskukan  dengan  cara
membandingkan antara peraturan dengan kondisi dan/atau
kenyataan yang ada.

Momitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan
dan pelaksanaan i tinghkat lapang yang secars terus mencrus
atau berkala disetiap tingkatan atas program sesual rencand.
Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah,
akuntabilitas kinerja daerah atau program dan  kegiatan
pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemorintihan dacrah.

Reviu ndalah penelaahan ulang bukt - bukt sustu kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan
sesual dengan ketentuan, standar, rencams, SteU norma vang

tefah ditetapkan.




BAB II
PENGAWASAN
Bagian Kesatn
Ruang Lingkup Pengawasan
Pasal 2
{1) Pengawasan atus ponyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
meliputi :
a. Administrasi Umum Pemerintahan; dan
b. Urusan Pemerintahan,.
(2) Pengawasan scbapgaimans dimaksud pada ayal (1) huruf a
dilaksnnakan terhadap !
a. Kebijakan Daerah;
b. Kelembagaan;
¢, Pegawai Dacrah;
d. Keuangan Daerah; dan
¢. Barang Daerah.
(3] Pengawasan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) horuf b
dilaksanakan terhadap :
a. Urusan Wajily;
b. Urusan Pilihan;
¢, Tugas Pembantuan; dan
d. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Pasal 3
Jenis Pemeriksaan/ Aundit

(1] Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan adalah
audit yvang dilakukan dengan tguan khusus  diluar audit
keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalem kalegori ind
antara lain Audit Khusus)/lnvestigatii/ Tindak Pidana Korups:
dan Audit Untuk Tujuan Tertentu Lainnyea terhadap measalah
yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau
yang bersifat khas.

(2} Audit Kinerja adalah audit atas peluksanaan tugas dan fungst
instanst pemermtah yang terdin atas audit aspek skonomi,
efiziensi dan audit aspek elektifitas serty ketaatan  pada

pPeralurEn.



Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengawasan
Pasal 4

(1] Penyusunan rencana pengawasan tabunan disusun atas
penvelenggaman  pemerintahan dasrah  dikeordinasikan aleh
Inspektur.

(2] Kencana pengawasan tabunan sebagaimens dimaksud pada
ayat (1} disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawason
Tahunan dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan,

[3) Penyusunan Progrum Kerja Penpgawassn Tahunan sebagaimana
dimaksud pada avar (2) didasarkan atas pnnsip keserasian,
keterpadusn, menghindan tumpeang tindih dan pemeriksann
berulang-ulang sertn meomperhatikean efsiensi dan efektifitas
dalam pengrunaan sumber dayg pengawasan.

{4) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Ketiga
Program Kerja Pengawasan Tahunan
Pasal 5
Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimans  dimaksod
dalam Pasal (3) meliputi ;
g ruang ingkup;
b. =sasaran pemerniksaan;
c. ShPD yang diperiksa;
d. jadwal pelaksanaan pemeriksann;
e. jumlah tenaga;
f. anggaran pemeriksaan; dan
g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 6
(1} Pengawasan penyelenggaraan pemerntaihan daerah
dilaksanakan oleh Pegjabat Pengawas Pemermtah melaha
kegintan pemeriksaan, monitoring dan cvaluasi serta eviu
berpéedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan.



(2) Guna kelancsran pelaksanasn penogawasan  penyelenggaraann
pemermtahan daerah oleh Pejabat Pengawas Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan susunan keanggotaan :
a. Pengendall Mutu;

b. Pengendali Teknis;

Hetua Timg;

f

d. Angpota Tim.

(3) Pengendali Mutu melakukan tugss mengendalikan
pelaksanaan audit, melzha reviu atas formulic supervis: oleh
pengendall teknis dan konsep laporan yang disampatkan,
melakukean revin langsung dengan pengendali teknis dan ketua
tm dalam suatu rapat revin, memberikan komentar atas
kinerjs  sudit dan mengisi  formulic supervisi | untuk
mengomunikasikan hasil reviunya, Formulir supervisinya sama
dengan formulir supervisi pengendall eknis dan disediakan
oleh ketua tim jika diperlikan.

(4] Tugas, tangmung jawab dan kewenangan Pengendali Teknis
Pemeriksaan meliput ;

d. Membuat program pemeriksaan;

b, Melaksanakan penugasan dan rencana kerja pemeriksa;

¢, Mengarahkan persiapan kegiatan pemeriksaan;

d. Melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksananan tugas
pemertksaan;

e. Menetapkan perubshan [ penyesusian terhadap program
pemanksaan,

f. Meninjau ulang kensep laporan hasil pemeriksaan;

g. Memparaf Laporan Hasil Pomeriksaan;

h.Menilai kinerja Ketua Tim dan Pengendali Teknis
Administrasi Pemeriksaan;

i. Bertanggung jawab atas mutu hasil pemeriksaan.

(5) Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Ketus Tim meliput ;

a. Melaksanakan survei pendashuluan, menganalisa data dan

membuat Program Kerja Pemeriksaan;
b, Mengkomunikasikan Progmm Kerna Pemenksaan kepada
Anggota Tim;




.

0.

. Memberikan  tugas kepada angeota untuk melakukan

pemeriksasr;

- Melakukan pengawasan salas pelaksansan tugas Angpots
Tim,

. Mengendalikan pemeriksasn sesuai dengan Program Kena
FPemeriksaan dan perubahannya yang telah r]]semjui aleh
Pengendali Teknis;

Melakukan pemeriksaan sesual dengan  Program  Kerja
Pemeriksaan;

. Meninjau ulang Kertas Kerja Pemeriksaan;

.Meninjau  ulang konsistensi tugas pemeriksaan dengan

Program Kena Pemenksaan,

Bertangpung  jawab #las  penyvusunan Naskah  Hasal
Pemenksaan (NHPY;

Bersama Angpota Tim melakukan pembahasan Naskah Hasil
Pemeriksaan dengan obvek pemenksaan;

- Menyusun simpulan hasil pemeriksaan;

Menyusun  komsep, menyelesatkan dan menandatangani
Laporan Hasil Pemeriksaan;

Melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim;

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
Bertanggung jawab kepada Pengendali Teknis.

B} Tugas, tangeung jawab dan kewenangan Anggota Tim meliput

[7)

il.

Mempelajan Program Kerja Pemeriksaan,

b, Membahas dan menerima penugasan dari Ketua Tim;

f.

. Melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja

Pemeriksaan;

. Membuat Kerips Kerjo Pemeriksasn dan simpulan hasil

pemeriksaan;

. Menvusun  konsep Naskah Hasil Pemernbksaan  sesual

tangeung jawabnya;
Bertanggung jawal atas niutn temuan pemenkspgan,
Bertanggiing jawab kepada Ketun Tim;

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dibeniuk

duan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur,




Pasal 7

(1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksod dalam Pasal 6

aval (1), meliputi :
. pemeriksasn seodrd berkala dan komprebensil lerhadap:
1. kelembagaan;
2. pegawal dacrah;
3, kouanpgan dacrah;
4. barang daerah,
5. urusan pemerintahan,
b. pemeriksaan tugas pembantuan;

(¢) Kegiatan pemeriksaan sebagnimoma dimakzud pada ayat (1)
dilakukan  berdasarkan  daftar materi  pemeriksaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Pereturan Walikota
11

[3) Wakiu pemenksaan dilaksanakan dalam jangka wakito schagai
berikut :

a. Untuk pemeriksaan terhadap Dinas selama 10 {sepuluhj
har kerja dengan komposis) ;
1. Desk evaluasi /| pemeriksaan maksimal 2 (dua) han
kerija;
2. Plaksanpan pemeriksaan 6 (enam) han kerja;
3. Penyusunan laporan 2 {dua) har kerja.
b. Untuk pemeriksasn lerhadap Kantor [ Baglan selama 8
(delapan) hari kerja dengan komposis ;
1. Desk cvaluasi [ pemeriksapn maksimal 1 (satu) han
kerja;
2. Plaksansan pemeriksgan 5 (lima) har kerja;
3. Penvusunan laporan 2 (dua) han kerdja,
¢. Untuk pemeriksann terhadap Kelurahan selama 6 {enam)
har! kerja dengan komposis ;
1. Desk evaluasi /| pemeriksaan maksimel 1 (satu) harl
kerja;
2. Plaksanaan pemeriksaan 2 (dua) hari kerja;

3. Penyusunan laporan 2 (dua] han kenja.

(4} Keginton pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesual mekarisme sebagnimana tercantum dalam

Lampiran Il Peraturam Walikota ini.




(1)

(]

W}

(<]

(et

)

10

Pasal B
Kegiatan monitoring dan evaluasi  sebagaimana dimaksucd
dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan terhadap administrasi umum
pemermlahan don wusan pemerintahan.,
Kegintan monitoring don evaluast sebagaimeana dimaksud pada
oyat (1} dilaksanakan sesual mekanisme scbagaimans
tercantum dalam Lampiran [l Peraturan Walikots ini.

Bagian Kelima

Hasil Pengawasan

Pasal 9

Tim Pengawas Penvelenggarasn Pemerintahan Dacrah
menyusun Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan dan
menyampailkannya kepada Inspektur,
Pokok-Pokok Hasil Pemenksaan sebagaimana dimaksud pada
gyat (1) disampaiksn oleh Inspektur kepada Kepala SKPD
untuk memperoleh tanggapan.
Kepala SKPD wajib memberikan tanggapan atas Pokok-Pokok
Hasil Pemeriksaan sebagammana dimaksud pada ayat (2) dan
menyampaikannys kepada [nspeltorat dalam wakiu paling
lambat 2 [dua) hari kerja sejok tanpgpal Pokok-Pokok Hasil
Pemeriksaan diterima.
Apablla sampai dengan tangeal batas waktu yang ditentukan
sebugaimang dimaksud pada avat (3) Kepala SEPD belum
memberikan tanggapan atas Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan,
maks Kepala SKPD dianggap telah menyetujui Pokok-Pokok
Hasil Pemeriksaan,
Pukok-Pokok Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayal (3) dan avat (4] dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaon oleh Tim Pengawas Penyelenggarasan
Pemerintahan  Daerah  dengan  sistematika  sebagsimans
tercantom dolam Lampiran [V Peraturan Walikota ini

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi Tim Pengawas Penyelenggnman
Pemerintahan Daernh  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dituangkan dalam bentuk Laporan Hasidl Monitoring dan Evaluasi



11

dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampran V
Peraturan Walikota

(1]

12)

(]

(1)

i)

(1)

(<)

Pasal 11
Laparan sebagoimana dimaksud dalam Pasal % dan Pasal 10
disampaikan  olch Tun Pengawas Penyelengearaan
Pemerintahan Dacrah kepada Inspekir paling lambat 7 {tujuh)
hari kerja setelah bernkhirnya (ugas pemeriksaan
Dalam hal dilakukennya pemeriksaan khusus Inspektur Kota
wajih menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan {LHF) kepada

Walikota

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Walikota
menyampaikan LHP kepda obyek pemeriksasn  dengan
tembusan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam
Negerd, Badan Pemeriksa Keuangan Rl Perwakilan Jawa Timur
dan [nspektorat Propinsi Jawa Timur

Bagian Keenam
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pasal 12

Laporan Hasil Pemeriksaan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 avat (5) wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD sesuai
dengan rekomendasi dalam wakiu paling lambat 14 (cmpat
belas) harl kerja terhitung sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan ditéerima.

SKPD  vyang tidak menindaklanjuti hasil  pemeriksaan
sebagaimans dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakon sanksi
scsuai peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Pemutakhiran
Pasal 12
Inspektur melakukan pemantauan dan  pemutakhiran atas
pelaksanaan tindak lanjut hasll pengawasan.
Hasil pemuarntauan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud

pade avat (1) disampaikan kepada Kepala Dacrah.
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Pasal 13
Pemutakhiran hasil pengawasan dilakukan paling sedikit 4
(empat) kali dalam setahun,

Pasal 14
Mekanmisme dan  sistemadks Laporsn Peomantausn  don
Pemutakhiran Hasil Pengawasan tercantum dalam Lampiran Vi

Pemluran Walikots ini.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Berdasarkan Pengaduan Masyarakat

Pasal 15

(1] Selain kegiatan pomeriksaan scbagammana dimaksud dalam
Pasal 6, Tim Penguwas Penvelenggsrasn Pemermtahan Dacrah
dapat melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap SKPD
berdasarkan pengaduan dar masyarakat,

(2] Hasil Pemeriksaamn Tim Pongawas Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
dituangkan dalam  bentuk  Laperan. Hasil Pemeriksasn
berdasarkan Pengaduan Masyarakat dengan sistematika
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran VI Peraturan
Walikola i

BAB IV
NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK
Pasal 16
Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan
wrjib mematuln norma pengawasan dan kode etik sebagaimana
digtur dalam Peraturan Menlen Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2007 tentang Norma Pongawasan dan Kode Etlk Pejabat Pengawas

Pemerintah Pemerintah.
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BABV
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 17
Peraturan Walikota ima mulas berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini denpan penempatannya dalam  Berita
Dacrah Kota Kediri
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LAMFIRAN [ : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA KEDIRI
NOMOR : T00/|205/419.060/2021
TANGGAL : | Nopember 2021

DAFTAR MATERI PEMERIKSAAN

A. PEMERIKSAAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

1.
. B

_l.'.J1

o

LO.

11.

12,

Memeriksa struktur organisasi dan dasar hukum pembentukannya.
Memeriksa togas dan fungsi organisasi apakah sudah sesual dengan
cakupean Kewenangannya.

Menguji apakah struktur organisasi telah menampung semua tugas dan
fungsi.

melakukan analisis apakah struktur orgomsasi telah  mencerminloan
pengendalian intern yvang baik.

Memeriksa apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang darl SKPD funit
kerja yang bersangkutan.

Memeriksa apakah uraian tugas vang telah dibust tdak ada yang tumpang
tindih baik antar unit Kerja sendin maupun antar SKPD.

Memeriksa apakah uraian tugas vang dibuat telah dikomunikssikan dan
telah dipuhami oleh para pejabal/stal

Menguji apakah struktur orgamisasi, tugas dan fungsi telah dilakukan
evaluast secara periodik dan dapatkan simpulannya.

Melalktukan analisa apakah wewenang yang melekat telah sesusi dengan
tingkatl kedudukan organisasi.

Memeriksa apakah fungsi organisasi telah terbagl habis pada sub umt kerja
yang ada.

Memeriksa apakah pembagian sub unit kerja telah sesual  dengan
kemampuan rentang kendali,

Memeriksa apakah struktur organisasi telah sesuni dengan beban nigas
vang ada.

B. PERENCANAAN KEGIATAN

1.

Memeriksa apakah perencanaan yang telah dibuat sudah mengacu kepada
kebijakan daerah berlandaskan perundang-undangan vang berlaki.
Memeriksa apakah perencansan yang dibuat sudah berdasarkan Visi, Misi
dan Tujuan Organisasi,

Memeriksa penyusunan percneanaan telah berdasarkan evaluas pencapaian

pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
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4, Memeriksa apakah perencanaan sudah mencakup substansi rugas dan
fungsi, perencannan keuangan, sarana/ prasarana, Sumber Daya Manusia
dan metnde kerja.

5. Memernksa gpakah perencansan sudah memuat unsur-unsur tujuan atag
targel yang akan dicapal setap kegatan, strateg pencapaian tujuan dan
sumber daya wvang akan dipergunakan serta asumsi yang mendasan

pembuntan rencana.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Memoriksa apakah tugas sebagaimana ditetapkan dalam  strukmor
organisast telah dilaksanankan, sedang dilaksanakan doan vang bdak
dilaksanakan.

2, Memeriksa dampak tidak dilaksanakennya tuges dan fongsi terhadag
PCRCADEIAT TUjUEan OrEansas.

3. Memeriksa penyvebab tidak dilaksanakannya tugas dan fungs sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 dan solusi vang telah dilaksanakan oleh
Fimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja.

4. Memeriksa hasil yvang dicapai oleh Unit Kerja/Satuan Kega dan
man{mastnyea.

D. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Memeriksa apakah satuan kerja telah melakukan evaluasi triwulan,
semester, tahunan terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Memerikss apakab hastl evaluasi sudah dapat mengidentifikasi hasil
pencapalan targel, perbandingan  rencana  dan  realisasi,  scbab
penyimpangan dan pemecahon measalah,

3. Memeriksa apakah hasil evaluasi pelaksanaan  kegiatan  sudah
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Memeriksa realisasi perencanaan, pencapaian target dan masalah-masalab
yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah.

E. PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Memeriksa apakah satuan kerja telah menyusun Laporan Kinerja.
2, Memeriksa apakah Laporan Kinerja  telah memberikan gambaran
pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit  Kerja/Satuan  Kerja  yang
bersangkutan (target kinerja, realisas /capaian kinerja serta hambatan).
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3. Memeriksa apakah Laporan Kinerja telah memberikan simpulan-simpulan

tentang  kelemahan, keterlambatan, hambatan dan  solusi untuk
penvempurmann percncanaan yvang akan datang.

Memeriksa apakah Laporan Kinema telah dibuat tepat waktu, akurat dan
lengkap,

F. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

b

Memeriksa apakah dalam  pengorganisasian  telah meliputi  kegiatan
menetapkan  pembagian tugas, pendelegasian  wewenang  dan
tangeungjawab serte pengkoordinasian pelaksanaan tugas.

Memeriksa apakah ada kebijakan-kebijakan yang mendasan pelaksanaan
kegiatan dalam rangka pencapaian tujuEn.

Memeriksa apakah kebijakan yang ada dinvatakan dengan jelas dalam
bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikan keseluruh jeparan
Organisasi.

Memeriksa apakah perencanaan telah memadai, dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis.

Memeriksa apakah perencanaan vang sudah disetujui digunakan oleh
atasannya sebagai pengendalian pelaksanaan.

Memeriksa apakah pelaporan telsh berfungsi sebagsi media penyampaian
komunikasi dan informasi.

Memeriksa apakah laporan telah menggambarkan apa, dimana, kapan,
merigapa, siapa dan bagaimana kegistan dilakukan.

Memeriksa apakah ady sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan
tugas.

Memeriksa apakah review intern telah dilaksanakan dan menekankan
perbaikian-perbaikan atas suatu kelemahan.

10. Memeriksa apakah ada tugas tambahan di luar tugas dan fungs.

11. Memeriksa dasar pelaksanaan tugas tambahan tersebut,

12, Menganaliss pengaruh tugas tambahan terhadap tugas dan fungsi.

G. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.

Formasi pegawai

4. Membandingkan apakah kekuatan (bezetting) pegawai vang ada, sudalhl
sesual dengan volume bebun Kerja.

b. Memeriksa apakah formasi pegawal sudah sesuai dengan strukiur

organisasi.




2.
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Memeriksa apakah Rencana Kebutuhan Peggawa telah disesuaikan
dengan analisa kebutuhan wyang meliputi jenis pekerjpan, sifat
pekerjaan, analisis beban kerjn dan perkiman kapasitas seorang
Pepawal Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu, prinsip pelaksanaan
pelkerjaan dan peralatan vang tersedia.

Pengadaan pegawai

.

Memeriksa apakah dalam setiap pengadasn pegawal dibentuk Panilia
Penyaringan/Penerimaan, periksa komposisi personil panitia apakah
securn [Ungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsinva.

Memeriksa apakah pencrimaan Pegawal Negen Sipil telah diumumkan
secarn luas kepada masyaralat,

Memeriksa apakah dalpm penpumuoman sehbagaimeana dimaksud pada
hurul b telah mencantumkan syprat-syarat yang harus dipenuhi oleh
sctiap pelamar.

Memeriksa apakah dalam penempatan pegawai telah sesuad dengan
kiasifikasi ijazah yang domilila.

Memeriksa apakah telah dibentuk Kepanitisan Penerimaan Calon Praja
Tingkar Daerah dan apakah hkomposisi personil panitm - secars
fungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya

Menguji apakah proses pendaftaran Calon Praja dilaksanakan secara
terbuka dan sesual standar prosedur yang ditetapkan,

Memeriksa apakah kelulusan Calon Praja Tingkat Daerah telah sesuai
dengan persyarntan vang ditentukan.

Memeriksa daftar nominatif hasil test Calon Praja Tingkat Daerah dan
membandingkan dengan daftar kelulusan apakah telah memenuhi
persyaratan keluhisan.

Mmemeriksa apakah terjadi penvalahgunaan kewenangan oleh pamiha
penenmaoan dolam proses selekss,

Memeriksa apakah ada penerimaan enagn kontrak, tenaga harian
lepas dan  pegawai tidak tetap, bagaimana dasar  kebijakan
pengangkatannya dan darimana sumber dananya.

Memeriksa apaksh dalam penempatan pegawai telah sesual dengan
klasifikasi jazah dan profesi yang dimiliki.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Memeriksa Keputusan tentang penetapan Panitia Latihan Pra Jabatan.
Memeriksa apakah adda Calon Pegawai Negerl Sipil yang belum
mengikuti Latihen Pra Jabatan, dan-apa schabnya.

a,

b




G
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Memeriksa ppekah eda Calon Pegawail Negeri Sipil vang telah
mempunyal maza kerja 2 (dua) tahun dtau lebih belum mengikut
Latihan Pra Jabatan.

Memeriksa Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah fulus pra Jobatan dan
vang akan dangkat menjadi Pegpawen Negen Sipil apaksah telah
mementht syarat keschatan jasmani yang ditetapkan oleh Doler/Tim
Majelis Pengupi Kesehatan yang ditunjuk pemerintah.

Memeriksa apakah ada Calon Pepawai Negeri Sipll vang telah diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil belum diambil sumpah/jang, apa
sebabnya terjadi kelambatan dilakukan pengambilan sumpah/janji.

4. Kenaikan pangkat

.

memeriksas data dan berkas penvelesaian usul keouikan pangkat
Pegawal Negeri Sipl perniode | April dan | Oktober setap tahun
berjalan,

memeriksa data Pegawai Negeri Sipil yvang lelah memenuhi syarat
kenalkan pangkat baik reguler maupun pilihan tetam belum dinsulkan.
memeriksa data Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan mendapatkan
kenaikan pangkat pilihan, namun belum memenuhi persyaratan,

§. VUjian Dinas
a. Memeriksa Keputusan Kepala Daersh tentang Panitia Penyvelenggara

Ujian Dinas.

Memeriksa Surat Edaran tentang pelaksanann ujian dinas kepads
SKPD.

memeriksa Pegawai Negeri Sipil golongan [1/d dan HI/d yang telah
mementhi  svarat untuk mengikuti ujian dinas, namun belum
ditkutsertakan dalam wjian dinas. 5

Melakukan uji petik beberapa berkas Pegawai Negeri Sipil peserta ujinn

dinas untuk meéngujl kebenaran persyvaratarn.

6. Pemberian kenzikan gaji berkala
g, Memeriksa apakah terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi

persyaratan untuk dapat dibenkan Kenaikan Gaji Beérkala, namun

belum ditetapkan;/ diterbitkan Keputusan tentang Kenaikan (Gaj
Berkala,

Memeriksa ketepatan waktu penetapan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai
Neperi Sipil.
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7. Pengangkatan dalam jabatan

a

Memeriksa apakah terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun
letapl musih dipekerjukan doan menerima gaji penuh.

Memeriksa tunjangan |abatan terbadap Pegawal Negeni Sipil vane
mendudula jabatan rangkap, baik sebagai penjabat struktural maupun
dalam jabatan fungsional.

Memtriksa apakah ada perpanjangan usia pensiun pejubat struktural
eselon | don [l yang teloh ditetapkan oloh Kepala Dasrah sudah melalui
perbimbangan Baperjakat

Memeriksa apakah masih terdapat pejabat yang telah diangkat dalam
jabatan struktural telah 5 {lima) tahun lebih belum dialihtugaskan,
Memeriksa apakah ada Pegawai Negeri Sipil vang diangkat dalam
jubatan strukoural belum  diberikan  tumangan jabatan sejak saat
pelantikan.

Memeriksa apakah ada pejabat yang pungkatmya lebih rendah
membawahi secara langsung Pegawai/Pejnbat yang pangkatnva lebih
Memeriksa apakah ada Pegawa) Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu
jabatan struktural tetap  tidak melaksanakan tugasnyva karona
diperbantukan di Unit Kerjg lain,

8. Pemindahan pegawai

H

Memeriksa apakah ada pemindahan Pegawai Negeri Sipil dan SKPD ke
SKPD lain namun belum melaksanakan tugas di tempat yang baru.
Memeriksa apakah telah dibuatkan SBurat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran terhadap Pegawal Negen Sipil yang dipmdah.

Memuoriksa wpakab telab dibuatkan Surat penghadapan  terhadap
Pegawa Negeri Sipil yvang di pindah.

Memeriksa apakah ada perpindahan Pegawai Negeri Sipll Pusat menjadi
Pogamwal  Negeri Sipil Daerah  dan  sebaliknya  telah memperoleh
Persetujuan dan pejabat berwenang.

Memeriksa apakah adas Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Kota Kediri
dan toclah mendapatkan penstapan  CGubernur, namun  belam
memperoleh pertimbangan Kepala Hadan Kepegawaian Nasional.
Memerilesa  apakah ada  Pegawnl Negeri Sipil yang  pindah ke
departemen /lembage pemerintah non departemen atau sebaliknyn yang
telah mendapatkon ponctapan oleh Mentéri Dalam Negen, manun
belum memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Nasional.
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9. Pemensiunan Pegawai

.

b

Memeriksa apakah SKPD telah menpusullkan pensiun bagl Pegawai
Negeri Sipil vang telah memasuki batas usia pensiun,

Memeriksa apakah ada Pegawni Negerl 8ipil vang telah memasuki batas
usia peosiun tetapn belum mendapatkan Keputusan tentang pensiun.
Memeriksa apaksh ada Pegawim Negen Sipil yang telah menermes

KReputusan Pensiun tetapi masih menerima gaji secara penuh,

10. Pembinaan Pegawal Negeri Sipil

.

Memeriksa  data apakah 1elah dibuat pendelegasian  wewenang
pemjatuban hukuman disiplin dant Pejabat Pembing  Kepegawaian
kepada pejabat lainmya.

Memeriksa data apaksh terdapat Pegawal Negori Sipl yang menjadi
anggotn/ pengurus Partai Polittk belum diberhentkan scbagm Pegawm
Neger Sipil.

Memeriksa apakah ada Pegawal Negen Sipll yang menjoadi anggots
Panilia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok
Penyelenggura Pemungutan Suara, dan Pengawas Pemilihan belum
mendapatkan 1xn tertulis Pojabatl Pembina Kepegawaian atau Atasan
Langsungnyn.

Memeriksa apankah dalam mempertimbangkan penjatuban hukuman
disiplin’ dibentuk Majelis Pertimbangan kepegawaian, ssjauhmana
kegiatan dan Majelis tersebut. Lampirkan foto copy Keputusannya.
Memeriksa apakah ada Pegawai Negen Sipil yang melanggar kocde
etik/disiplin Pegawai Negeri Sipil belum dikonakan sanksi sesual jenis
pelanggarannva.

Memeriksa apakah ada Pegawai Neger Sipil yoang dikenakan hukuman
disiplin  dan  mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaiarn, dan sejauhmana tindaklanjut penyeiesaiannya.
Memeriksd apakah ada Pegawai  Negeri Sipll vang melakukan
pelangearan  disipling yang kasusnya masih diproses olch  pihak
Kepohsian/Pengadilun /Kejaksaan, Bagaimana  penyelesman  status
kepegawaiannya.

Memeriksa apakah ada Pegawal Negeri Sipil vang seslain  dyjatuhi
hukuman disiplin juga dikenskan tuntuian ganti rugh. Bagamana
realisasi penyelesaianmnya.

Memerik=a apakah ada Pegawai Negeri Sipll yung melakukan
pelarpgaran hukum dan telah mendapatkan ketetapan hukum oleh
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penegak hukum, namun status kepegawalannya belum diproses sesusi
kelentuun.

Memeriksa apakah terdapatl Pegawai Negeri Sipil vang sedang menjalani
hukuman disiplin, diangkat dalam jabatan struktursl.

Memeriksa upakah kebijaksanman Kepala Daerah tentang ketentuan
jam kerja bagl Pegawai Negen Sipil di lingllungan Pemerintah Daerah
teinh dilaksanakan dan ditaati,

Memeriksa apakah terhadsp Pegawai Negeri Sipil vang melanggar
ketentuan jam kerja, telah diberi permgatan maupun hukuman disiplin
sestial ketentuan.

Memeriksa apakah ada Pegawal Negen Sipil yang memilhiki ljgesh
palsu/Aspal dan bagaimena langkabh-langkah penyelesaiannya.
Memeriksa apakah telah dibentuk Tim Penilaian Laporan Pajak-pajak
Pribadi sesual dengan ketentuan yang berloku, Mintakan Salinan (foto
copy) Bumat Keputosan tersebut.

Memeriksa berapa jumlah Pegawai Negeri Sipll wajib Laporan Pajak-
pajak Pribadi, berapa vang islah menvampaikan laporan dan yang

belum menvampaikan laporan.

11. Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

A.

Memeriksa apakah ada Pegawal Negeri Sipil yang melakukan
perkawinan lebih dar satu tanpa persetujuan isteri pertamn dan Kepaola
Daerah.

Memeriksa apakah pembagian gajl Pegawal Negerl Sipil yang telah
mendaputkan izin melakukan perkawinan lebih den satu gajinya telah
dibagi scsuni dengan kesepakatan.

Memeriksa apakah ada Pegawai Neger Sipil vang melakulean percerainn
telah mendapatkan persetujuan isteri fsuami dan Kepala Dacrah.

12. Kescjahteraan Pegawai

a.

hl

Memerikss apakah ada pemberian kesejahteraan pegawai, yang belum
sesunl dan/atan tidak ada dasar hukumnya,
Memeriksa apakah ada anggoia kelunrpn vang tercantum dalam daftar
gajl Pegawal Negeri Sipil vang suduh tidak berhak mendapal tanjangan,
ietapl masih etap dibayarkan manjangannya.
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13. Tanda Kehormatan:
g4, Memeriksa apakah ada pegawal vang telah mengabdi mempunyal masa

kerja. 10 (sepuluh) tehun tanpa cacat belum  diusulkan untuk
mendapatkan Satyva Lencana Karyva Satya.
Memeriksa apakah ada pegawai vang telah mengabdi mempunval masa
kerja 20 ([duapuluh) tahun tanpa cacat belum diusulkan untuk
mendapatkan Satya Lencana Karya Satya.
Memeriksa apakah ada pegawal yang telah mengabdi mempunval masa
kerja 30 (tigapuluh) tahun tanpa cacat belum divsulkan untuk
mendapatkan Satya Lenicana Karva Satya.

14, Pemberian Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami

A

Memeriksa apakah ada Pogawal Negeri Sipil vang belum memniliki Karto
Pegawni.

Memeriksa apakah bag Pegawal Negeri Sipil vang telah menikah sudah
mermlil Koartu Istm/Suam

15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

0.

Memerikss apaknh rencana dan Program Diklat Pegawai Negeri Sipil
telah disusun setiap tehun anggaran yang meliputi Diklatpim, Diklat
Fungsional dan Diklat Teknis:

Memeriksa apakah setinp pelaksansan Dildat telah dibuat laporan
pelaksanaannya.

Memeriksa apakah kurikulum dan metode Diklat telah mengacu pada
standar kompetensi jabatan dan peningkatan kKinerja penyvelenggaraan
pemerintahan dacrah.

Memeriksa apakah pimpinan satuan kerja telah melakukan identifikasi
kebutohan Diklat untuk menentukan jeniz Diklat yang sesusi denguan
kebutuhan instansinya,

Memeriksa apakah ada rencana dan program diklat Pegawai Negen Sipil
yvang disusun meliputl Diklatpim, Dikiat Teknis, Diklat Fungsional,
Diklat Knder, Pendidikan Formal lainmya yang didukung dengan
Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  tetapl  ada dana
pungutan fkontrbusi / swadana.
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16. Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

2 ¥

it

Memeriksa data apakah telah dibual pendelegasian wewenang pemberian
cuti kepada Pegawai Negeri Sipil dari Kepals Daerah kepada pejabat
bawahannya.

Memeriksa Pegawal Negeri Sipil vang telah diberikan cut tahunan
selama 12 (dus belas) han kerja apakah Pegawal Negen Sipil vang
bersangkutan telah bekerja sekurang-kursngnva 1 (satu) tabun,
Memenksa Pegawai Negeri Sipil vang diberikan cuti tahunan selama 18
{delapan  belas] hari kerja apakah Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan pada tabun sebelumnya tdak mengambil cuti tahunan
dan diambil bersamaan pada tahun yang berjulan,

Memeriksa Pegowal Negeri Sipil yarng diberikan cuti tuhunan selama 24
{dua puluh empat) hari kerja apaksh Pegawai Negeéri Sipil yang
bersangkutan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atay lebih tidok
mengambil cuts tahunan.

Memeriksa Pepawal Negen Sipil yang menjalani cuti tahunan selama 12
([duan Dbelas) han  kerga  ditempat  vang  sulit perhubunganmya
(transportasinya) apakah diberikan tambahan hari.

Memeriksa apakah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan cuti besar selama
3 (dga) bulan telah bekena sekurang-kurangnya 6 fenam) tnhun secara
[ETLE MCTETus.

Memeriksa Pegawai Negeri Sipil yung diberikan cuti tabunan dalam
tahun vang berjalan apalkah pernah diberikan cuti besar,

Memeriksa apakah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan cuti sakit lebih
dari 14 hari dan untuk paling lama | (satu) tahun 6 (enam) bulan, telah
melampirkan Sural Kelersngan Dokier yang ditonjuk oleh Menteri
Kesechatan.

Memeriksa Pegowm Negeri Sipil yang menderita sakit setelah | [satu)
tahun 6 (enam) bulan dan belum sembuh dar penyakitnya dan tidak ada
harapan untuk bekeria kembali sebagai Pegowal Negeri Sipil, apakah
vang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat
uang tungeru dan hak-hak kepepawaian lamnya,

Memerilkesa apakah Pegawai Negeri Sipil wanita yang diberikan cuti
persalinan pertama dan kedua, diberikan 1 (satu) bulan sebelum dan 2
{dua)] bulan setelah melahirkan.

Memerikcsa apskah Pegawai Negeri Sipill wanita yang diberikan cun
persalinan yang ketiga, diberikan cuti besar untuk persalinannya.
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. Memeriksa apakah Pegawai Negeri Sipil wanita vang diberikan outi
persalinan keempal dan seterusnya, diberikan cuti diluar tanggungan
NEgara,

m. Momeriksa apakah pemberian cuti diluar tanppungan negara kepada
Pegawes Negeri Sipil vang bersangkutan telah mendapar persetujuan
Kepala Badan Kepegawalan Negara.

H. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Kebijakan Kenangan Daerah

a. Mencermati peraturan dacrah, peraturan kepala daecrah, keputusan
kepala daerah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaturan
dan penetapan atas pengelolaan keuangan daerah.

b. Memenksa sistem pengendalian intern atas peneslolaan keuangan daerah
vang dilaksanakan SKPD yang diperiksa,

2. Perencansan dan Penganggaran

a. Memernksa spakah Rencann Kera dan Anggaran SKPD telah berpedoman
pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang
berlaku termasuk hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Memeriksa apakah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD telah disusun
berdasarkan keterkaitan  pendanasn dengan  keluaran/hasil yang
diharapkan dan memperhatikan capaian kinerja, indikator kinerja,
analisis standar belanja serta standar satuan harga,

3. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daernh
1} Memeriksa apakah jemis pungutan pajak dan retnbus: daerah sudah

sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2} Memeriksa apakah semua pungutan deerah suodah  ditetapkan
dengan Peraturan Daesrah,

3) Memeriksa apakah ada pungutan daerah yang tidak ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, meminta penjelasan dan mencatat jonis
pungutan apa saja.

4} Menghitung realisast pencapaian target dan melakukan matio antara

realisasi dengan torget vang telah ditetapkan.
) Memenksa proscdur dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran
Peridlapatan Ash Daerah.




)

7]

8)

9]

10)

11)

12]

13)

14)

15)

16

17]

memeriksa apakah ada pungutan daerah yang digunakan langsung
[di luar Badan Lavanan Umum Daerah), jika ada, mencatat berapa
jumlahnya, meminta penjelasan penggunaannya.

Memeriksa apakah kebijeksanaan Kepala Dacrah dalam rangka
pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak dan wajib bavar,
telah dilakukan di Unit Pelaksana Pelayanan,

Memeriksa spakah Bendohara Penerimaan telah ditetapkan oleh
kKepala Daerah.

Memeriksa apakah Bendahara Penerimaan telah membukulean
semua penerimaan daerah vang menjadi tugasnya di Instans) yang
bersangkutan.

Memeriksa apakah setiap ketetapan /bukti pungutan pajak) retribusi
yang diterima, bendahara telah melakukan verifikasi atas kebenaran
formal dan matensinva.

Memeriksa apakah bendahara menerima setoran pajak, retribusi dan
pungutan lain dalam bentuk tunai, apabila tidak apakeh ada dasar
hukumnya dan jika dalam bentuk cheque, bilyet apakah sudah
dilakukan clearing kepada Bank sebelum bukti tanda terima
diserahkan kepada wajib bavar (wajib pajak dan wayib retribusi).
Memeriksa apakah seluruh penenmapan bendahara telah disetor ke
Kas Daerah tepat pada waktunya,

Memeriksa apakah terdapat penjualan kekayaan dasrah yang tidak
dipisahkan, jika ada memeriksa apakah hasil pemualan telah disetor
ke Kas Dacrah.

Memeriksa hasil pemanfaatan dan pendayvagunaan kekayaan daerah
yang dipisahkan -

Memeriksa apakah terdapal pemenfaaten bareng daerah  yang
dikerjpsamakan/ disewskan, jika ada memeriksa apakah hasilnya

telah disetor ke Kas Daerah.

Memeriksa apakah terdapat kenasama pemanfastan atas barang
milik darrah dengan pihak lnin, jiks ada hitung besaran pembayaran
kantribusi tetap dan pembsgian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan yang ditetapkan dan hesil perhitungan sesum yang
dibentuk oleh pejabat berwonang. memenksa apaksh pembayvaran
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan telah disetor ke Kas
Daerah.

Memeriksa hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekavaan daerah
yang tidak dipisahkan.
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18] Memerikss apakah prosedur dan pelaksanaan penerimaan jasa giro
sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang herlaku.

19) Memeriksa apakah ada uang dacrah yang disimpan dalam hentuk
deposito pada bank, jika ads meminta surat persetujuan dari Kepala
Daerah berdasarkan nots dar Kuasa Bendshara Umum Daerah dan
rekomendasi dari pejabat pengelola keuangan deaersh/Bendahara
Umurm Daerah.

20} Mencatat berapa jumlah uang dacrah yang didepositokan dan berapa
besarnya  bunga deposito, apakah besammya bunga depaosito
berdasarkan counter rate atau special rate,

21) Memeriksa apakah bunga deposito sudah  ditransfer/dipindah
bukukan langsung ke Rekening Kas Umum Darrah.

23] Memeriksa kerugian dacrah vang disebabkan eatas tlindakan
melanggar hukum atau kelalwan bendahars, pegawal negeri bukean
bendahara atau pejabat lain, pelaku, jumlah kerugian dacrah.

23) Memeriksa apakah Kepala SKFPD telah melaporkan kerugian daernh
kepada Kepala Daerah.

24) Memeriksa Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada
bendahara, pegawal negen bukan bendahara atau pejabat lain yang
melakukan tindakan melanggar hukum atau kelalaian apakah sudah
mendapatkan  persetujuan Kepala  Daerah karena  belum
mendapatkan surat keterangan tanggung jfawab mutlak untuk dapat
menjamin pengembalian keragian daerah.

25) Memeriksa apakah komisi, rabat potongan atau penerimaan lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan
uang, balk secara lsngsung sebagal akibal dari penjualsn, tukar
menukar, hibeh, asurans) don/atau pengodasn barang dan jasa
merupakan pendapatan daernh dan disetor ke kas daerah.

b. Dana Perimbangan

1) Memeriksa apakah alokasi penernimaan dana perimbangan bagi hasil
pajak dan Sumber Daya Alam telah sesuai dengan jumlah yang
ditetaplkan.

2] Memenksa apakah dana bagi hasil pajak dan Sumber Dava Alam
telah disalurkan ke kas umum dagrah.

3} Memeriksa apakah terdapat penerimann bagi hasil pajak dan Sumber
Doaya Alam yang disalurkan ke rekening selain kas umum daerah.
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4) Memeriksa apakah pengalokasian penenmuaan Dana Alokasi Umum
dalam tahun yang bersanglkutan telah sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan.

5} Memeriksa spakah Dana Alokasi Umum tersebut telah disalurkan
sctiap bulan untuk bulan yvang akan datang, masing-measing schesar
1/12 [sam perdua belas) dan alokas: Dana Alokass Umum Dacrah
yvang bersanghkutan.

6] Memeriksn apakah penggunaan Dana Alokasi Umum telah sesuai
dengonn ketentizan perundang-undangan vang berlaku.

71 Memerksa apakah pengalokasian penerimaan Dana Alokasi Khusus
dalam tebun yang bersangkutan telah sesus dengan jumlah yang
ditetapkan.

8] Meomeriksa gpakalh penerimaan Dana  Alokasi Khusus  yvang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, disalurkan dengan
cara pemindah bukuan dan rekening Kas Umum Negara ke rekening
Kas Umum Daerah, Memeriksa apakah terdapat Dana Alokasi
Khusus yang disalurkan ke rekening selain rekening Kas Umum
Daprah. Meneatat jumlah dan untuk keperluan apa saja seria berapa
dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dan
alokasi Dana Alokasi Khusus dan dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

9) Memeriksa dpakah penggunamm Danm Alokasi Khusus dilakukan
sesual dengan Petunjuk Tekms pengpunsan Dana Alokas Khusus:
10) Memeriksa apakah dana pendamping digunakan untuk mendanai

kegiatan yang bersifat kegatan fisik.

11} Memeriksa apakah laporan triwvulanan pelaksanaan kegiatan dan
pengeunaan Dana Alokasi Khusus telah dikinm kepada Menter
Keuangan, Menten Tekms dan Mentenn Dalam Negen,

¢, Lain - lain Pendapazan Daerah vang sah

1} Memeriksa apakah Pemenntah Daerah menerima pendapatan hibah
vang merupakan bantusn tidak mengikat. Berapa jumlah dan untuk
apa bantuan tersebut. Apabila ada bantunn dari lusr negeri apakah
sudah melaluyl Pemenntah Pusat

2} Memeriksa apakah terdapal pemberi hibah yang berasal dari dalam
negeri. Jika ada apakah telah dituangksn dalam Naskah Perjanjian
Hibah Dacrah antara Pemerintah Daerah dengan pemberi Hibah,




3)

4

&)

&)

Memeriksa apakabh penggunaan hibah  telah  sesuai  dengan
persvaratan di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau
Naskah Perjajian ponecrusan hibah,

Memeriksa apakah hibah vang diperolehnya dari dalam negeri vang
bersumber dan pemerintah daerah lain, badan/lembaga/orgamsas
swasla dalam negenn dan/atau kelompok masyarakat perorangan
dikelola melalul mekanisme Anggaran Pendapatsn dan Belanja
Dacrah,

Memeriksa dan mencatat apakah Pemerintah Daerah  telah
menetapkan Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu
vang dananva tidak dapat disediakan dalam satu tahun angearan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

memeriksa apakah dana bagl hesil pajak dari provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya telah disalurkan ke rekening kas umum
daerah.

memeriksa apakah bantuan keuangan dar provinsi atau Pemerintah
Daerah lamnva telah disslurkan ke rekening kos umum daersh.

4. Belanja Daerah
a. Belama Pepawm

L)

2)

3)

4

Memerikss apakah penganggarun Belanjs Pegawal pada SKPD telah
disesuaikan dengan jumlah pegawai.

Memeriksa keputusan-keputusan tentang pengangkatan pegawai dan
tenaga honorer/vang diperbantulkan pada SKPD yvang diperiksa.
Memeriksa dan  mencocokkan Surat  Perintah  Pembayaran
Gaji/Tunjangan fHonor (SPP gaji/Tunjangan/Honaor) dengan dafar
Pembayaran Gaji/ Tunjangan/ Honor serta mencncokkan Surat
Perintah Membavarmya.

Memenbksa daftar-daftar pembayaran gaji pegawsay;, apakah terdapat
gajl pegawal selama tiga bulan berturut-turut tdak diambil.
Memeriksa berkas mutasi gaji sccarn uji petik, membandingkan
dengan dasar hukum terjadmya mutasi.

Memeriksa kebenaran tanda-tangasn penerima ‘Tunjangan/Honor
dengan membandingkan antara Daftar Pembayaran Tunjangan/
Honor dengan daltar lain.

Memeriksa  keabsahan surat  kuasa apabila  pongambilan
Tunjangan/Honor dikuasakan pada orang lain, yvang terlampir pada
daftar Pembayaran Tunjangan fHonor vang bersangloutan.




8]

9l
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Memeriksa surat pertanggungjawaban honorarium dengan menguji
dasar hukum pelaksanaan pemberian honoranum, apakah telah
sesual dengan peraturan yang berlalan

Memariksa apakah lerhadap pembayaran honor telah dilakukan
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan telah disetorkan ke Kas
Negara.

b. Belanja Barang dan Jasa

1

4

3)

4

o]

7

B

9

Memeriksa apaksh  penganggaran  belanja  barang  pakai
habis/inventaris telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam
rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan
mempertimbangkan  jumlah pegawai, volume pekerjaan, tungkat
keusangan dan perkembangan kemajuan teknologi.

Memeriksa apakah penyedinan dan penggunaan angearan untuk
program/kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan
elektif.

Memeriksa apakah sctiap pengeluaran anggaran telah didulkung oleh
bukti yang lengkap dan sah mengenal hak yang diperoleh oleh pihak
yvang menagih.

Memeriksa apakah pelaksansan perjalanan dinas mendukung tugas
dan fungsi SKPD vang telah ditetapkan serta telah dilaksanakan
secara chsien dan efelktif.

Memeriksa apakah setiap pelaksanaan perjalanan dinas didasarkan
Surat Perintah Perjalanan Dinas vang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang.

Memeriksa kebenaran formal dan material atds  pelaksanasn
perjalanan dinas.

Memeriksa apakah pelaksanaan perjalanan dinas keluar negerl telah
mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berluku.
Memeriksa apakah penyediaan anggaran penunjang operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah mempedomani
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan perhitungan untuk memastikan adanya
kelebihan/ kekurangan dan yang seharusnya.

10) Memeriksa apakah penvediaan anggaran belanja Kepals Daerah dan

Wakil HKepala Dacrah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah masih terdapat pada bagian/pos-pos belanja lainnya. 14




11} Memeriksa apakah penyedisan anggaran belanja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan RBakvat Dacrah
sudah mempedomani ketentuan perundang-undangan vang berlaku.

12] Melakukan perhitungan untuk memastikan adanyva
kelebihan/ kekurangan dan yang seharusnya.

13) Memeriksa apakah penyediaan anggaran belanja Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah
dalam Anggaran Pendspatan dun Belanja Duacrah masih terdapat
pada bagen/ pos-pos belanja lainnva,

c. Belanja Modal

1} Memeriksa apakah penpanggaran belanja modal telah sesuai dengan
rencana kebutuhan.,

2) Memeriksa apakah pengeluaran belanja modal telah didukung oleh
bukt vang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih,

3) Memeriksa apakah penyediaan belanja modal untuk pembangunan
gedung kanior dan sarana mobilitas telah mempedomani peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.

4] Memeriksa sistem dan prosedur pengadean belanja modal apakah
sudeh mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

d. Subsidi
1) Memeriksa apakah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dianggarkan pemberian subsidi untuk perusahaan/lembaga tertentu
vang bertujuan untuk membantu ayva produks:t agar harga jual
produksi/jasa vang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
benyalk.

2} Memeriksa apakah prosedur dan pelaksanaan pemberian subsid
lersebut tolah sesusi dengan peraturan perundang-undangen yang
berlaku,

¥ Memeriksa efektifitas pemberian subsidi bag masyvarakat.

e, Hibah
1} Memeriksa apakah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
dianggarkan pemberian  hibsh  untuk  Perusahaan Daerah,
Masvarakal dan Organisas) Kemasvaralkatan.
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2] Memenksa apakah pelaksanaan pemberian Hibah tersebut telah
sesual dengan perataran perundang-undangan yang berlaku.

{. Bantuan Sosial

1) Memeriksa  apakah  pemberian  bantuan  sosial  kepada
masyarakal / organisasi dilakukan terus menerug pada
masyarakat/organisasi yang sama.

2} Memeriksa apakeh bantuan terhadap Partza Poliilk sudah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakuy,

3) Memeriksa apaksah pembayaran bantuan sosial telah didukung olch
bukti yang lengkap dan sah mengenal hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.

4] Memeriksa apakah masih dislokasikan bantusn pada  instansi
vertikel dalam belanja bantuan sosial dan apakah penganggarannyu
sudah sesum dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku

2. Belanja Bag Hasil dan Bantuan Keuangan
1] Memeriksa apakah pengangpgaran belanga bagl hasil dan bantuan
keuangan telah sesua dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
2] Memeriksa apakah masih terdapat belanja bapi hasil dan bantuan
kevangan yang belum direalisas:,

h. Belanja ndak terdugs
1] Memeriksa apakah pengounaan belamja tidak terduga sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlakn,
2) Memeriksa apakah setiap pembavaran belanja tidak terduge telah
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang
diperoleh oleh pihak yang menagih.

5. Anggaran Pembiayaan
f. Penerimaan Pembiayaan
[} Memeriksa perlaraan perholungan sisa lebih perhituongan tahun lale dalam
Angzaran Pendapatan dan Belanja Daeerah tahun berjalan apakah sudah
didasarkan pada roalisasi penérmaan dan pengeluarsn vang sudsh legadi
serta rencana penerimaan dan pengelnaran penode berjalan samped akhir
tahun AnggaTan.
2} Mememksa mpakah semua penenimassn dan pengeluaran  pembiayaan
daerah telsh dilakukan melalui rekening Kas Umum Daeral.
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3) Memenksa aspakah dana dan releening dana cadanpan telah dilnkukan
pemindahbukuan ke rekening Kas Umum Daerab.

4l Memenkss spakah pemindahbuluon dari rekenmg Dana Cadangan ke
rekening Kas Umum Deerah telah dilakukan dengan Surat Perintab
pemindahbukusan oleh kussn Bendahara Umum Doerah atps persetujusn
Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah.

5] Memeriksd apaksh perjualan kekayaan vang dipisahkan telah sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

B) Memeriksa kewsjaran harga peojualan kekovaan yang dipisahlan tersebut.

71 Memeriksa apakah penermmasn pmjaman daerah teleh ditctapkan dengan
peraturan daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1} Memeriksa apakah pembentukan deno cadengsn telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

2) Memeriksa apakah penggunaan dana cadangan telah sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan vang ditetapkan dalam peraturan daerah
lentang pembentukan dans cadangan,

4] Memeriksa apakah penvertaan modal pemenntah daerah  telah
ditetapkan dengan peraturan daerah.

4] Memeriksa apakah penyertaan modal telah dilakukan berdasarkan
stiedi kelayakan atas aspek manfaat ckonomi, sosial dan/atau
manfaat lainmya.

3] Memeriksa apakah pembayaran pokok utang telah dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sesusl dengan
jumlah yang dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian/MOU Utang
Pemerintah Daerah.

6] Memeriksa apakah pemberian pinjaman daesrah telah ditetaplan
dengan peraturan dacrah atos persetujusan Dewan Perwakilan Rakoyal
Daerah.

6. Pelaksanaan dan Penatausahnan Kevangan Daerah

I. Memeriksa apakah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD relah disusun
secara rinci berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program,
kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapal sasaran tersebut,
dan rencana penarikan dana serta pendapatan yvang diperlorakan.
Memerikss  ketepatan  waktd  proses dan pengesahan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD tersebut.

2. Memeriksa apakeh seomma  penerimasn dan  pengelusran  daerah
dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
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Memeriksa ketepatsn  pembebanan atas transakst pengembalian
kelebihan pajak, retribusi daerah, gantl kerugian daerah dan sejenisnya
vang torjadi dalam tahun begalan dan veng terjadi pada tahun-tahun
sobehimnya.

Memeriksa transaksi pengeluaran kas umum dacrah diluar belanja vang
bersifal mengikat dan belanja vang bersifat wajib yvang dilakukan
schelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ditctapksan dan
ditempatkan dalam lembaran daemh.

Memeriksa apakah transaks: penenmesan kas umum daerah  telah
didukung oleh bukti vang lengkap atas setoran dimaksud serta apakah
transaksl penpelusran/pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah telah dilakukan berdasarkan Sural Penyedigan Dana
atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD atau dokumen lain vang
dipersamakan dengan Surat Penyediaen Dana ketersedigan angppran
kas, Surat Perintah Membayar dan Sural Perintah Pencanan Dana.
Memeriksa penerbitan Surat  Penyedinon  Dana, apakah telah
memperimbangkan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan
vang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKEPD dan
dilakukan sesua dengan prosedur yang ditetapkan.

Memeriksa transaksi penerimaan, penyeioran  dan pembukuan
ponerimann pendapatan dacrah pada SKPD vang diperiksa.

Memeriksa transaksi penerbitan Suret Permintaan Pembayaran, Surat
Perintah Membayar dan Surar Perintah Pencarian Dana dan pelaksanaan
pembayaran. Apakah telab sesusi prosedur dan didukung oleh bukti-
bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesual dengan sistem dan
prosedur vang berlalou.

7. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

EL.

Memeriksa ketetapan  wakiu, kelengkapan dan  keabsahan  bukr
pertanggungiawaban bendahara penerimaan daerah dan bendahara
pengeluaran duaerah,

Memeriksa apakah penyelengparaan akuntasi oleh SKPD dan Satuan
Kerje Pengelola Keuangan Daerah telah scsusi dengan sistem dan
prosedur akuntans: yvang ditetapkan.

Memeriksa apakah [aporan keuangan SKEPD vang lendind atas laporan
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang teleh

disusun berdasarkan proses akuntansi.




8. Pengelolaan Barang Daerah
4. Mebijakan pengelolasn barang vang dilaksanakan SKPD apakah telah
berpedoman pada peraturan vang berlaku.

C.

Merencanaan kebutuhan barang dan jasa dilaksanakan dengan cam

memeriksa apakah perencanaan dan penentuan kebutuhan barang yang
tertuang dalam Renvana Kebutuhan Barang Milik Daerah masing-measing
SKPD telah memperhatikaon paguy smggaran dan alasan kebutuhan

barang.

Pengadaan Barang dan Jasa

1)

3)
4]

=)

G}

Memeriksa apakah panitia/pejabat pengadasn barang dan jasa
telah dibentuk aleh pengguna barang/jasa, dan memeriksa jumlal,
susunan, persyaratan kepanitisan telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Memeriksa ppakah paniba/pejabat pengadaan telah melaksanakan
tugas dan tangrungjawabnya, antara lain

a) Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan dan
lokasi pengadaan.
b} Memyusun Harpa Perkirasn Sendiri.
¢] Menyviapkan dokumen peogadaan,
d] Mengumumkan pengadaan,
¢) Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa.
f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran.
gl Mengusulkan calon pemenang.
h) Menandatangani pakta mtegrntas sebelum  pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.
I Membuat laporan proses dan hasil pengadaan  kepada
pengguna barang/ jasa.
Memeriksa apakah ada hubungan keluarga antar anggota panitia,
Memeriksa apakah ada pejabat yang merangkap sebagai panitia
pengadaan dan panitia pomeriksa barang,
Memeriksa apakah ada angeots panitia  pengadean) panitia
pemeriksa barang menduduki jubatan struktural yang lebih tingg
dart ketua panitia pengadaan [ panitia pemeriksa barang.
Memerikss aspakah persyamatan penyediaan barang/jasa telah
dipenuhi antara lgin ;
al Memihki keahlian, pengalaman, kemampuan tehnik dan

manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
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bl Tidak dalam pengawasan pengadilan/tidak padlit.

¢ Memiliki Sumber Dava Manusia, Modal, Peralatan dan fasilitas
lain yang diperiukan dalam pengadasn barang / jasa.

dj Memiliki alamat totap dan jelas,

c] Memenuhi ketentuan untuk memalankan useha schaga penvedia
barang/jasa.

fj  Memlliki Nomor Pokok Wanb Pajak.

g} Schapgai wajib pajak sudah memenuhl kewajiban  perpajakan
Lerakhir.

hj Mempunyai pengalaman dibidangnya.

i} Untuk jasa konsaltansi harus memiliki keahlian di bidangnya.

7] Memeriksa apakah penyedia barang/jasa vang ditunjuk bukan
Pegawai Negeri Sipil, pegawai Bank Indonesia, Badan Usaha Milik
Negare dan Badan Usaha Milik Daerah serta penyedia barang/jasa
yvang keikutsertaanmya menimbulkan perlentangan kepentingan.

B Memeriksa apakah ada hubungan istimews antara  penvedia
harang/jasa dengan pengguna barang dan  paditia/ pejabat
pengadaan.

9} Mcemeriksa apakah telah dilakukan pengumuman secara terbuka
rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa
vang bersifat rahasia, daruratl, berskala kecill pada setiap awal
pelaksansan anggaran kepada masyarakat luas melalui surat kabar
nasional dan/atau surat kabar provinsi.

10) Memenksa apaksh pengumumean lelang untuk  pengadaan
barang/jasa telah dilaksanakan sekurang-kurangnva 7 (tujuh) hari
kerjia dan diumumksn secars  luas  melalul surat kabar
nasional/Provins: mmmmal 1 (satu) kali tayvang.

11} Memeriksa apakah dalam pengumuman tersebut dicantumbkan
uraian singkal pekerjaan, tempat, har dan waktu pendaftaran dan
persvaralan peserta lelang,

12) Memerksa apakah rapat penjelasan termasuk perubahannya dan
peninjauan lapangan telah dibuatkan Benta Acara Penjelasan yang
ditandatangani oleh Panitia /Pejabal Pengadaan dan minimal 1
(satu) wakil dari peserta yang hadir,

13) Memeriksa apakah pembukasn sural penawaran telah disaksikan
minimal 2 {dua) crang wakil darn peserts atau jika tidak ada dalam
batns waktu 2 (dus) jam ada saksi dari luar yang ditunjuk oleh
Panitia/ Pejabal Pengadaan.
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14} Memenksa apakah kelenpkapan dokumen penawaran telah sesuai
dengan yang diperlukan / dipersyaratlan,

15) Memeriksa apakah Panitia/Péngadaan membuat Berila Acara
pembukeasn dokumen penawaran terhadap semua peniawaran vang
masuk.

16) Memeriksn apakal telah dilakukan evaluasi administrasi, teknis
dan harga oleh Panitia/Pejabatl Pengadaan barang/jasa terhadap
semua penawaran vang masuk berdasarkan kriteria, metode dan
tata cara evaluasi yvang telah ditetsplkan dalam dokumen pemilihan
penyediz barang/ jasa.

17) Memeriksa apakah  evoluasi harga hanya  dilakukan  terhadap
peserta vang telah lulus evaluas: admimistras] dan evaluasi teknis
dan apakah telah dilakukan koreks: aritmatik terhadop semua
penawaran  yang masuk dan  melakukan evaluasi  sekurang-
kurangnva 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

18] Memeriksa apakah Surat Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Bank
Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh
perusahssan asuransi yang mempunyal program asuranst kerugan
(suroty bond) vang mompunyal dukungan reasuransi sebagaimans
persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kenangan.

19) Memeriksa apaksh pelelangan vang dinyatakan gagal oleh Panma/
Pejabat Pengadaan karena :

a) Penyedia barang/jasa vang diundang kurang dari 3 (tiga) peseria
dan kurang dari 5 (lima) peserta untuk jasa konsultansi atau
vang memasulkan penawaran kurang dar 3 (tiga) peserta vang
memenuhl persyaratan admimstras dan tekns.

b) Harga penawaran lerendah melampui pagu yang tersedia,

20) Memeriksa apakah Panita/Pejabat Pengadaan melalkukan pelelangan
ulang apabila dinvatakan gagal.

21) Memeriksa apakah pelelangan ulang masih gegal, upaya upakah yvang
dilnkukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.

22) Memenksa apakah Panitia/Prosbal Pengadasn telah menetaplkan tiga
calon pemenang lelang yang telah memasukkan penswaran yang paling
menguntungkan bagi negara /doeral dalam arti ¢
a) Penawaran secara teknis dapar dipertanggungiawnbkan,

b} Perhitungan harga vang diaworken dapat dipertanggung
jawabkan.
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¢ Penawaran tersebut adalah paling rendah diantars penawaran
yang memenuhi syarat kecuali jasa konsultan.

d) Telah mempergunakon semaksimal mungkin hasil produksi
dalam negeri.

23) Untuk pemerntksaan terbadap pelaksanaan pengadaan jass konsultansi

perlu dhtambahloan :

a) Memeriksa apakah pengguna anggaran telall menyusun dan
mempersiapkan Kerangks Acuan Kerje

b) Memeriksa apakah pamitin pengadaan jasa konsultan telah
menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan terdirt dar

1. Sural undangan kepada penvedia jasa konsultan unmk
memasukkan penawaran teknis dan biaya.
ii. Kerangka Acuan Kerja yang sudah disetujus/mendapathkan
pengesalian pengauna anggaran.
ni. Rencana Kerja dan Syarat
¢] Memenksa apakah pelaksanaan pengadaan jasa konsultan
dilakukan dengan seleksi umum, seleksi langsung  atau
penunjukan langsung.
24) Memeriksa apakah hargs satusn upsh, bahan/peralatsn dan material
letah tinge dan harga patokan sctempat
25) Memenksa apakah sebelum ditandatangani kontrak telah diserahkan
jaminan pelaksanasgn sesual dengan kelentuan.
26) Memeriksa apakah pelaksanann pengadaan barang den jass telah sesuss
dengan kontrak.

I. PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT
1. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Memeriksa apalkah persyvaratan untuk memperoleh Kartu Keluarga
telih sesual dengan peraturan yang herlaku,

b. Memeriksa spakah persyarstan untuk memperoleh Eartu Tanda
Pendudulk telah sesual dengan peraturan vang berlaku.

¢, Memenksa apsksh peorsyaratan untuk memperoleh SBural Eeterangan
Pindah Datang telah sesuni dengan peraturan yang berlaku.

d. Memeriksa apakah persyaratun untuk memperoleh Surat Persetojuan
menjadi penduduk telah sesum dengan peraturan yang berlalko.



Memeriksa apakah persyaratan untuk memperoleh Surat Kelerangan
Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tingeal Tetap tclah sesuai
dengan peraturan vang berlaku.

Memeriksa apakah persvaralan untuk memperoleh Surat Keterangan
Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas telah sesum
dengan peraturan yang berlaku,

Memeriksa apakah persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan
Pindah Sementara telah sesual dengan peraturan vang berlaku.
Memeriksa apakah persvaratan untuk memperoleh Surat Keterangan
Tinggal Sementara telah sesua dengan peraturan yvang berlaku.
Memeriksa apakah persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan
Pindah Ke Luar Negeri untuk Warga Negam Indonesia telah sesuai
dengan peraturan vang berlaku.

Memeriksa apakah persvaratan untuk memperoleh Surat Keterangan
Datang Dar Luar Negerni telah sesuail dengan peraturan yang berlaku.
Memeriksa apakah persyaratan untuk mempernleh Surat Keterangan
Tempat Tinggal untuk Orang Asing telah sesum dengan peraturan vang
berlakou.

Memerikss apakah persvaratan untuk memperoleh Surat Keterangan
Pindah Ke Luar Negen untuk Orang Asing telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Memeriksa apaksh persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan
Pengganti Dokumen Penduduk untuk Penduduk rentan Administrasi
kependudukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Memerilksa apakah persyaratan untuk memperoleh Sural Perselujusn
Ganti Nama telah sesual dengan peraturan yang berinku.

Memeriksa apakah persyaratan untuk memperoleh Pencatatan
Kelahiran telah sesum dengan peraturan yang berlak,

Memeriksa apakah persyarstan untuk memperoleh Pencatatan Lahir
Mati telah sesual dengan peraturan vang berlaku,

Memeriksa apakah persyaratan  untuk  memperoleh  Pencataian
Perkawinan telah sesum dengan peraturan yang berlako.

Memeriksa apakah persyarntan untuk memperoleh  Pencatatan

Pembatalan Perkawintan telah sesuai dengan peraturan vang berlaku.
Memeriksa apakah persyaratan untuk memperoleh  Pencatatan

Perceraian telah sesuai denpgan peraturan yang berlaku.
Memeriksa apukah persyaratan uniuk memperolch  Pencatatan
Pengangkatan Anak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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memeriksa apakah persysratan  untuk  memperoleh  Pencatatan
Pengakusn Anak telah sesuai dengan peraturan vang berlaku.
Memeriksa apakah persyaratan untuk  memperoleh  Pencatatan
Pengesahan Anak telah sesual dengan peraturan vang berlaku.
Memenksa -apakah persyaratan untuk memperoleh Pencatatan
Kematian telah sesuai dengan peraturan yvang berlakou.

Memeriksa apakah persyaratan untuk  memperoleh  Pencatatan
Perubahan Nama telah sesuai dengan peraturan vang berlaku.
Memeoriksa apakah persyaratan untuk memperoleh Perubahan dan
Pembatalan Akta telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Memeriksa apakah persyaratan  untuk  memperoleh Pencatatan
Perubahan Kewarganegamnan telash sesuai dengan peratursn vang
berlalku.

Memeriksa apakah persvaratan untuk memperoleh Legalisasi Kutipan
dan /atau Salinan Aktda telah sesuai dengan aturan vang berlakul,
Memerksa apakah persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan
Catatan Sipil telah sesual dengan peraturan yang berlakuy,

Memeriksa apakah batas waktu pemberian pelayanan kependudukan
kepada masyarakat telah sesual dengan peraturan yang berlaku.

2. Pelayanan Bidang Kesehntan

a.

memeriksa apakah telah dilekukan inventarisasi terhadap imunisasi,
kebersihan lingkungan dan gizi masyarakat serts penyalat menular
vang hersumber dari binatang dan penyakit menular langsung
termasuk HIV/AIDS,

Memeriksa apakah ada usahs-usahn vang ditempuh untuk pencegahan
penyakit menular dan mencatat penyakit menular yang  perlu
diwaspadai termasulk HIV/AIDS.

Memeriksa apakah ada usaha-usaha pemberantasan vang telah
dilakukan terhadap penyakit menular.

Memeriksa apalkah pernah dilakukan penyelidilan otas wabah dan
pengamatan secard lerus menerus terhadap penyakit yang ditmbullcan
serta usabin-usahna yang wlah dilakukan untuk penanggulangannya.
Memeriksa apakah ada pelaksanaan pembinaan berupa bhimbingan
teknis mengenal pengadaan, pengaturan serla pengEunaan sarana air

minum/air bersih dan jamban keluarga, hyvgiene sanitasi terhadap
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perusahaan-perusahasn /industri dan  tempat-tompat  wmum  Serta
tempat pengelolasn makanan/minuman, petunjuk kepada masyarakal
dalam usaha menmingkatkan kebersihan lingkungan dan pencemaran
seTle penggunaan pestisida,

[ Memeriksa apakah ada masalah-masalah yang dihadam dalam
menjaga, meningkatkan kesehatan lingkungan dan langkah-langkah
vang telah ditempuh untuk menanggulang.

g Memeriksa apakah ada pelaksanaan penyuluhan kesehatan langsung
kepada masyarakal dan dilaksanakan sccara periodik.

h. Memeriksa apakah ada sarana yang digunakan untuk penyuluhan
langsung kepada masvarakat dan hambatan-hambatan yang dialami
serty usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut.

i. Memeriksa apakah adas upaya vyang telah ditempub untuk
meningkatkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah dan bagaimana
hasil yang telah dicapai

i, Memeriksa apakah ada bantuen vang diberikan untuk meningkatkan
pelaksanaan Usaha Kesehatan Sckolah.

k. Memeriksa apakah ada usaha untuk meningkatkan kesehatan (o dan
Anak.

. Memeriksa bantuan apa saja  vang diberikan  dalam  usaha
meningkatkan kesehatan [bu dan Anak

m. Memeriksa apakah ada usaha-usaha yang dilakukan untuk
meningkatkan jumlah peserta Keluarga Berencana.

n. Memeriksa apakah pengadaan obat dan bahan lainnye telah sesum
dengan kebutuhan,

0. Memeriksa apakah telah dilakukan evaluasi dan penyampaian laporan
kepada pejabal yang berwenang atas usaha-usaha yang telah dilakulen
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan,

p. Memeriksa gpakah telah dilakukan pemeliharaan dan pengamanan
terhadap sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatarn,

3. Pelayanan Bidang Pendidikan
a. Memeriksa apakah setiap sckolah telah menyusun Rencana Anggararn

Pendapatan dan Biaya Sekoloh dan telah sesum dengan peraturian yang
berlalku.
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b, Memeriksa apakah setiap penerimaan dan biaya yang digunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan telah sesual dengan Rencana Angearan
Pendapatan dan Biayva Sekolah.

c. Memeriksa pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan  strulktur
kurikulum pendidikan anek usia dini, pendidikan dasar dan menengah,

d. Memeriksa apakah telah  dilakukan  penpawasan  terhadap
pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan yvang telah
diberikan.

v. Memeriksa apakah sarana dan prasarana pendidikan menengah telah
memenuhi standar minimal.

. Memeriksa apokah telah  dilakukan  koordinasi dan  supervisi
pengembangan  kurikulum pada nngkat pendidikan dasar dan
menengah.

g. Memerikss biaya dan bentuk  bantuan  yvang  diberikan  untulk
penyelengparaan Ujan Nasional sckolah.

h. Memeriksa apakah telah dilakssndkan sosialisasi dan implementasi
standar 181 dan standar kompetensi hulusan pendidikan dasar dan
menengah.

i. Memeriksa apakah telah  dilaksanokan pengawasan  terhadap
pelaksanaan kurikulum pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

i. Memeriksa apakah telah dilakukan pengawasan terhadap penggunasn
buku pelajaran pendidikan anak usia ding, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan informal.

k. Memeriksa apakah kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan
untuk pendidikkan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan non formal sesus dengan ketentuan.

. Memerikza pembinaan dan pengembangan pendidikan dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidiksn anak usia dini, pendidikan
cdasar, pendidikan mengngah dan pendidikan non formal.

m. Memeriksa apakah ada tenagan pendidik dan kependidikan Pegawai
Negeri Sipil pada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
memengah dan pendidikan non formal yvang diberhentikan karena
melanggar peraturan perundang-undangan.

4. Pelayanan Perizinan
a. Mecmeriksa apakah pelaksanesan pelayanan perizinan teluh  sesuai
dengan peraturan vang berlaku.
I, Memeriksa Register pengajuan permohonan periginan.



42

Memeriksa ketepatan jadwal wakiu penyelesaian perizinan.

Memeriksa apakah berkas persyaratan perismnan yang masuk telah
sesuai dengan peraturan vang berlaku.

Memeriksa apakah pelavanan perizinan telah memenuhi sistern dan

prosedur yang disvaratlean,

J. PERUSAHAAN DAERAH
1. Tugas dan Fungsi Perusahaan Daerah

a.
b,

g P
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]

g,
h.
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Memeriksa strukiur organisas) dan uraan tugas serta Wewenang,
Memeriksa dokumen perencanaan kegiatan,

Memeriksa pelaksanaan mugas dan fungsl,

Memerilesa hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan,

Memeriksa pertanggungawaban tugas dan lungsi.

Memerksa sistem pengendahon manajemen.

engelolaan Sumber Daya Manusia Perugahaan Daerah

Memeriksaan terhadap formasi pegawai.

Memeriksaan terhadap pengadaan pegawai.

Pemerksaan terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegaewsas,
Pemeriksaan terhadap proses kenaikan gaji.

Pemeriksaan terhadap proses pengangkatan jabatan,

Pemeriksaan terhadap proses mutasi pegawai.

Pemeriksaan terhadap proses purna tugas pegawat.

Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembinaan pegawal.

Pemeriksaan terhadap kesejahlerann pegawai.

3. Pengelolann Keuangan Perusahaan Daerah

b.

f-

Pemeriksaan terhadap kebijalean keuangan perusaheaan,

Pemertksaan terhadap perencanssn  keuangan  dan  penganggaran
peruisahaan,

Pemeriksaan terhadap pendapatan psrusahaan.

Pemeriksaan terhadap pengelusran perusabaan.

Pemeriksaan terhadap  pelaksanaan dan  penatausahaan  keuangan
perusabiaarn.

Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

4. Pengelolaan Barang Perusahaan Daecrah

H.

b.

Pemeriksaan terhadap kebijakan pengelolasn barang perusahaan
dilaksanakan dengan cara memeriksa apakah sudah berpedoman pada
ketentuan yang berlakua.

Pemeriksaan terhadap perencanaan kebutuhan barang dan jasa,
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¢, Pemeriksaan terhadap pelaksanean pengadsan barang dan jasa.
5. Pelayanan Masyarakat di Perusahaan Daerah
a. Memernksa apakah pelayenan yang diberikon kepada masyarakat atau
pelanggan telah sesuai dengan peraturan dan atau standar vang ada.
b, Memeriksa tarifl, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Dacrah,
6. Laporan Keuangan Perusahaan
a. Memeriksa neraca perhitungan rogi laba, laporan perubahan posisi
keuangan.
b. Memeriksa laporan keuangan khusus, laporan arus kas, laporan analisis

operasional dan laporan posisi piutang.

INSPEKTUR KOTA KEDIRI,
AL 55
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA KEDIRI
NOMOR : T00/|10%419.060/2021
TANGGAL : 0 Nopember 2021

MEKANISME PEMERIKSAAN

A. Persinpan
1. Koordinasi Rencana Pemeriksaan
sebelum melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi

mengena wakiu dan obyek yang akan diperilosa.

2. Pengumpulan dan Penelanhan Informasi Umum Mengenai Obyek
Pemeriksaan
a. menghimpun data dan informasi yang bherkaitan dengan obyek
Pemeriksaan antars lain :
1} peraturan perundang-undangan,
2} data umum obyek pemeriksaan,
) laporan pelaksanasn program/kempatan dan obyek Pemenksaan.
4) laporan Hasil Pemeriksaan sebelumnya.
5) sumber informasl laln yang dapat memberi kejelasan mengenai

pelaksanaan program / kegiatan obvek pemeriksaan,

b. menelaah data dan informasi vang dikumpulkan untuk bahan

pemeriksaan.

3. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan
penyvusunan Program Kerja Pemenksasn mehputi kegiatan ;
a. penentuan personil
b, penentuan jedual waktu pemeriksaan.
¢. penentuan obyek, sasaran dan rang lingkup pemenksaan.

d. menyusun langkah kerja pemeriksaan.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan
1. Kegiatan Pendahuluan
mengadakan pertemunn debgan Kepala SKPD atau yang mewakill, unmlk

menyampaikan maksud dan (ujuan Pemenksaan.
2. Kegiatan Pemeriksaan
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a. Tim Pemeriksa melaksanaban tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang
akan diperiksa sesual dengan program kerja pemeriksaan.
b. Kertas Kerja Pemeriksaan

1) setiap Tim wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja

Pemerlksaan,

2} Kertas Keria Pemeriksaan direview secara berjenjang oleb Ketua Tim,

Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu dengan memberikan parafl
pada Kertas Kerjg Pemeriksaan yvang direview dan  dilskukasn
pemberkasan,

3) Kertas Kerja Pemenksaan disusun dalam satu berkas diserahlan oleh

Ketun Tin kepada Sekretaris untuk disrsipkan.

c. Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan
temuan  hasl pemeriksaon harus  dikonfirmasiken kepads  pimpiman
nbhyek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus
ditandatangani aleh kedua belah pihak.

d. Penvusupan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan
Penvusurian Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil

pomeriksaan  yang tlerdiri  darn  temuan-temuan  strategis  tanpa

rekomendasi yvang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan

masyverakal vang perlu segern mendapal perhatian disusun oleh Ketua
Tim, Pengendali Teknis, Pengendali Mutu dan diketahui oleh Inspektur.
e. Ekspose Hasil Pemeriksaan

1)

<]

3

selambat-lambatnya | (satu) minggu setelah  selesai melakukan
pemerikaaan, Tim Peomerksa wajib melakukan ekspose hasil
pemeriksann.

ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa
dipimpin Pengendali Mutu dengan penyanggah terdiri dan para
Inspektur Pembantu, Sekretaris, Pejabat Pengawas Pemerintah dan
Kepala Bub Bagian /Seksi terkait.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan membuat notulen ekspose sebagai
bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang haras
dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa,

f. Peryusunan Laporan Hasil Pemenksaan

1] Tim Pomeriksa wajib menyusun laporan hasil pemenksaan sesual

hasil ekspose.



2)

4)

46

Laporan Hasil Pemeriksaan disusun  sesual  format  dan
pengklasifikasian kode temuan dan rekomendasi scperti yang telah
ditentukan dalam lampiran keputusan

Ketua Tim menvampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan  kKepada
Inspektur melalul Sekretaris guna penelitian pemenuhean aspek -
aspek prosedural dan kesesuzinn dengan kebijakan pengawasan,
Laporan Hasil Pemeriksaan harus diselesaikan selambat — lambatnys
dalam 3 (tiga) han kerja setelah LHP didiskusikan dalam exposze.
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LAMPIRAN III : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA KEDIRI
NOMOR : 700/1102/419.060/2021
TANGGAL : |0 Nopember 2021

MEEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

1. Koordinasi Rencana Monitoring dan Evaluasi
sebelum  melaksanskan Monitormg dan  Evaluasi terlebih  dahulu
dilakukan koordinasi mengenal waktu dan obyek.

2. Pengumpulan dan Penelsahan Informasi Umum

a. menghimpun data dan informasi vang berkaitan dengen obyck
Monitorng dan Evaluasi antara lain ;
1) peraturan perundang-undangan.
) data umum obyek Monitoring dan Evaluasi.
3) laporan pelaksanasn program/kegiatan dar obyek Monitoring dan
Evaluasi.
4] laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebelumnya.
5] sumber informasi lain vang dapat memberi kejelasan mengenai

pelaksanaan program/kegatan obyvek Monitoring dan Evaluas:.

b. menclagh date dan informesi yang dikumpullan untuk bahan
Monitoring dan Evaluas:.
3. Penyusunan Program EKerja

penyusunan Program Kerja Monitoring dan Evaluasi meliputi kegiatan
a. penentuan personil.

b. penentuan jadual waktu,

c. penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup.

d. menyusun langkah kerja.
B. Pelaksanaan Monitoring dan Evailuasi.

1. Kegiatan Pendahuluan.
mengadakan koordinasi dengan Kepala SKPD atau yang mewakili, untuk

menyampaikan maksud dan {ujuan Monitoring dan Evaluasi.
2. Hegiatan Monitoring dan Evaluasi.

a. Tim melaksanakan tugas pada obyek-obyek yang akan di Monitoring
dan Evaluasi sesual dengan program kerja.
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN INSPEETUR KOTA KEDIRI

NOMOR T00/1202/419.060/2021
TANGGAL |0 Nopember 2021

SISTEMATIEA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

I. SISTEMATIEA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
A, Laporan Hasil Pemeriksaan terdin daeri laporan dalam bentuk surat dan
laporan dalam bentuk bab.

B. Laporan dalam bentuk suratl memusal hal-hal vang bersifat strategis dan
mendesak untuk segera ditindaklanjutl.

€. Laporan dalam Bentuk Bab:

3. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya
untuk melaporkan hasil pemeriksaan secarm menyelurah, dengan

sistematika sebagal berilout :
Bab | : Simpulan dan Rekomendasi,
a. Simpulan Hasil Pemeriksaan
1) Judul Temusn
2} hode Temuan
Jj Uraan Temuan
b. Rekomendasi
1} Uroian Rekomendas:
2} Kodde Rekomendasi
Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan
a. Data Umum
1) Dasar Pemeriksaan
2) Tujuan Pemeriksaan
3} Ruang Lingkup Pemeriksaan
4) Batasan dan Periode Pemeriksaan
3) Pendekutin Pemeriksaarn
6] Sistematika Pelaporan

BAB | Simpulan dan Rekomendasi, bensi penilaian umum atas

penvelengearaan program/ kegiatan
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BAB 11 Uraian Hasil Pemeriksaan berlsi data umum, profil
administrasi, program/kegiatan serta temuan  dan
rexomendast. Temuan dan Rekomendast disajikan secama
ringi dengan pengelompokan menurut satuan / unit kerja
yvang diperiksa, agar memudahkan pelaksanasn tndak
lanjutnya.

7] Btatus dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

sebelumnya
b. Hasil Pemeriksaan

l|Struktur Orgamsasi dan Tata Keria
2} Penpelolaan Sumber Daya Manusia /| Kepegawaian

J) Pengelolaan Keuvangan Dacrah
4) Pengelolaan Barang Daerah
c. Temuan dan Rekomendasi

Temuan Hasil Pemeriksaan, Tangapan Pejabal yang diperiksa,
Komentar atas Tangapan dan Rekomendasi

Bab III ;: Penutup

II. BISTEMATIEA LAPORAN HASIL PEMERIHSEAAN KHUSUS
1. Bab I ;: Simpulan dan Rekomendasi.
a. Simpulan Hasil Pemerksaan.
b. Rekomendasi.
2. Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan
. Data Umum
1) Dasar Pemeriksaan
2) Tujuan Pemeriksaan
3) Ruang Linglkup Pemeriksaan
4) Batasan Pemeriksaan

5) Strategl Pelaporan
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b. Temuan Hasil Pemeriksaan, Tangapan Pejabat vang diperiksa,

Komentar atas Tangapan dan Rekomendasi.

3. Bab III : Penutup

0T o
Mengetahul Tim Monitoring dan Evaluasi,
Inspektur Kota Kedin
bs s
1 SR Y
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LAMPIRAN V : KEPUTUBAN INSPEKTUR KOTA KEDIRI

NOMOR : 700/120%419.060/2021
TANGGAL : 0 Nopember 2021
SISTEMATIEA LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujusn pelaporan adalah untuk menvampaikan hasil monitoring
dan evaluas: kepada pejabat/pihek vang berwenang, sebagai bahan masukan
dalam rangka meningkatkan kualitas penyvelenggaraan pemerintahan daerah.

B. BENTUK LAPORAN
1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, vaitu laporan dalam bentuk
surat dan laporan dalam bentuk bab.
2. Laporan dalam bentuk surat meliputi
a. gambaran secars umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
b. penilaian terhadap kelmjakan daersh, program don kegiatan alas
penyelengearasn pemerntahan dacrah;
¢. memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah vang periu
diambil oleh pemerintah dasrah.
3. Laparan dalam bentuk bab.
Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan
dacrah, program dan kegintan  secara  menyeluruh, terhadap
penvelenggaraan  administrasi umum  pemerintahan dan  pelaksanaan
urusin pemerintahun, dengan sistomatika sebagal berikut ¢
a. Bab | : Pendahuluan.
1} Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
2) Saran,
b. Bab Il : Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi;
1) Data Umum
a) Dasar;
b) Tujuan;
c) Ruang Lingkup;
d] Batasan;
2} Hasil Momitoring dan Evaluasi;

3) Kalimat penutup.
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c. Penjelasan lebih lanjut mengenal unsur vang terdapat pada Bab | dan
Bah Il, sebagai berikut :
1) Bab 1
a) Simpulan Hasil Momtorning dan Evaluasi;
menggambarkan  simpulan  hasil pelaksanaan  kebijakan,
program dan kegiatan.
b} Saran;
menguraikan saran-saran perbaikan yvang perlu diambil oleh
pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program dan
Kegiatan,
2] Bab Il
a) Data umum
(1) Dasar :
(&) surat penugassn dar pejabat yang berwenang;
[bjperaturan perundang-undangan vang dipakal sebagal
pedoman;
(2) Tujuan;
mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk
membandingkan antara kebijakan docrah, program serta
kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan
daerah dan peraturan perundang-undangan.
b} Ruang Lingkup
sesuai dengan kebijakan daerah, progrom dan kegintan yang
akan dilakukan monitering dan evaluasi:
] Batasan
waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
3) Hasll Monitoring dan Evaluasi
4) Ralimal Penutup.
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA KEDIRI
NOMOR : 700/ 1071419,060/2021
TANGGAL : |0 Nopember 2021

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Sistematika laporan  hasil pemantavan/pemutakhiran tindak  lanjut hasil

pengawnsan sebagal berikut -
1. Kata Pengantar
2, Daftar [si
3. Ringkasan untuk pimpinan
4. Bab | : Informasi Umum
i Dasar Hukum
b. Struktur CGrganisasi
o.  Tupaan Penvusunan lkhtisar Pelaporan
d. Program Pengawasan dan Realisamnya
5. Bab 11 : Hasil Pengawasan
a. Audit
. Audit Kinerja
1. Audit dengan Tujuan Tertentuy
b. Reviu
c. Evaluasi
d. Pemanlauan
e, Kegiatan Pengawasan lminnva
B, Bab Il : Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

7. BAB IV : Hasil Pefianganan Pengaduan Masvarakat
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8. BAB V : Smmpulan, Hambatan dan Rekomendasi
a. Bimpulan
by, Hambatan
c. Rekomendasi

9. LAMPIRAN - LAMPIRAN

WARDANI, §.STP., MM
Utama Muda

S NIP. 19760207 199602 1 002
oiie

e
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN INSPEETUR KOTA KEDIRI
NOMOR : 70O/ 1203/419.060/2021
TANGGAL : |0 Nopember 2021

SISTEMATIEA LAPORAN HABIL PEMERIKSAAN
BERDASARKAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Bab I : Ringkasan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Pengaduan
Masyarakat
B. Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Pengaduan Masyaralkat
4. Umum
1) Dasar Pelalkksanaan
21 Waktu Pelaksanaan
3) Busunan Tmm
4) Obyek Pemernksaan
5) Nara Sumber
b. Sumber Pengaduan
¢. Materi Pengaduan
d. Fakta yvang ditemukan
e. Analisis

B. Bab III : Kesimpulan

C. Bab IV : Saran

E. Lampiran
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Mengetahui
Inspektur Kota Kediri

Tim Monitoring dan Evaluasi,
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